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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap 

laporan rekonsiliasi fiskal PT. Sehat Baru, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rekonsiliasi laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan 

yaitu pada Laporan Laba/Rugi, masih terdapat kesalahan 

koreksi fiskal dari biaya-biaya yang harus dikoreksi dan 

perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut. 

2. Perbedaan yang ada pada Laporan Keuangan Komersial dan 

Laporan Keuangan Fiskal PT. Sehat Baru tahun 2013 terdapat 

pada item-item berikut ini:  

 Biaya Pemeliharaan Kenderaan 

 Biaya Keperluan Kantor 

 Biaya Telepon 

 Biaya Listrik 

 Biaya Pemeliharaan Kantor 

Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap 

biaya-biaya dalam laporan keuangan komersial tersebut. 

3. Dari hasil analisis penulis ditemukan jumlah koreksi positif 

sebesar Rp7.543.250,00 dan Koreksi Negatif sebesar 

Rp360.000,00 
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4. Perusahaan memiliki pajak yang lebih dibayar sebesar 

Rp83.011.312,50 yaitu PPh Pasal 21 untuk Badan, sehingga 

perusahaan berhak mendapatkan restitusi atas kelebihan 

pembayaran pajak tersebut. 

 

5.2 Implikasi 

Yang menjadi impplikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Adanya penelitian ini bisa memberikan masukan agar jumlah 

pajak penghasilan terutang yang dilaporkan dalam SPT harus  

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga 

perusahaan dapat terhindar dari kerugian akibat sanksi maupun 

kesalahan-kesalahan koreksi fiskal. Perusahaan dapat melakukan 

penghematan pajak terutama mengurangi pengeluaran-

pengeluaran yang sifatnya pemberian atau sumbangan kepada 

pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan 

perusahaan. 

2. Bagi Fiskus 

Penelitian ini diharapkan memberikan kemudahan dan 

pertimbangan bagi fiskus dalam melakukan pemeriksaan Wajib 

Pajak, meminimalisir terjadinya kerugian negara akibat kesalahan 

dalam melakukan koreksi fiskal terhadap biaya dan pendapatan 

dan Menambah pemahaman fiskus dalam mengantisipasi 

terjadinya kecurangan pajak. 
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5.3 Saran 

Saran dari penulis berdasarkan penelitian ini yaitu : 

1. Rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat 

digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah pajak 

penghasilan terutang dan dapat diterapkan bagi setiap wajib 

pajak yang menyelenggarakan pembukuan. 

2. Bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, 

sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akses data. 

Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan 

tidak ditujukan untuk khalayak ramai, khususnya pada 

perusahaan tertutup. 
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